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BUPATI MESUJI 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI MESUJI 

NOMOR /ID TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MESUJI, 

1. 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 38 
Pera tu ran Mcnteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu 

menyusun Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe 

Caram dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4933); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sa.kit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
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Mcnetapkan 

Penetnpnn Peraturan Pemerintnh Nomor Tahmn 02 

tentang Ciptn Kerjn menjn«hi Undang Undanp (Lcmbarnn 

Negara Republik Indonesia Tahun 202.1 Nomnor I, 

Tambahnn Lembarn Negara Repuhlik Indonesia loror 

6856), 

1.Peraturnn Menteri Kesehatnn lornor I0 'Tahun ol 
tentang Dewan Pengnwas Rumah Sakit (Heritn lrara 

Rcpublik Indonesian Tahun 014 Nomor 360), 

5. Pernturan Menteri Dalam Ncgrri lomor 79 Tahuin 0)1 

tentang Hadan Layanan mum Dacrah (Herita lepar: 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121); 

6. Peraturan Bupati Mcsuji Nomor 335 Tahun 202 tentan 

Kedudukan, Susunan Oranisasi, Tuas dan Fung3i 

scrta Tata Kcrja Perangkat Dacrah Kabupatcn Mrsuji 

(Berita Dacrah Kabupatcn Mcsuji Tahun 2022 Noror 
35). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DERRAH 

RAGAB BEGAWE CARAM. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dcngan : 

1. Darrah adalah Kabupaten Mesuji. 

2. Pererintah Dacrah adalah Pemerintah Dacrah Kabupaten Mesuji. 

3. Bupati adalah Bupati Mcsuji. 

4. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah Peawai ieert 

Sipil dan Peawai Pemerintah denan Perjanjian erja yang diankat 

oleh pejabat pembina kepeawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan penerintahan atau «diserahi tuas neara lainya dan dtjt 

idanarkan peraturan perundan undanan. 

5. 'ckrctarin Darrah adalah Sckretaris Darrah Kabupaten Mes) 

6. Dinan adalah Dian Kcsehatan Kabupatn Me»ujt 

7 Krpala an afalah Krpala Dinan Kvswhatan Kahupaten Mesujf 

• 
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Mentapkan 

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kcrja mcnjadi Undang-Undang (Imbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 

6856); 

4. Peraturan Mentcri Kcschatan Nomor I0 Tahun 201l 

tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Beritn Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360); 

5. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 79 Tahun 2018 

tcntang Badan Layanan Umum Dacrah (Beritn Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

6. Peraturan Bupati Mcsuji Nomor 35 Tahun 2022 tcntang 

Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

scrta Tata Kcrja Pcrangkat Daerah Kabupatcn Mesuji 

(Bcrita Dacrah Kabupaten Mcsuji Tahun 2022 Nomor 

35). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA ADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DERAH 

RAGAB BEGAWE CARAM. 

A I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan BHupati ini, yang dimaksud dcngan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Mesuji. 

2. Pemerintah Daecrah adalah Pemerintah Dacrah Kabupatcn Mcsuji. 

3. Bupati adalah Bupati Mcsuji. 

4. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Ncgeri 

Sipil dan Pegawai Pemerintah dcngan Perjanjian Kcrja yang diangkat 
oleh pejabat pembina kepcgawaian dan discrahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mcsuji. 
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. 
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8. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah 

Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram sebagai unit organisasi 

bersifat khusus yang menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayana 

rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjan£. 

9. Direktur adalah Kepala RSUD. 

10. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat BLUD adalah 

satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang di 

bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatanya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktifitas. 

11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan 

terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah; 

12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab 

terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 

keuangan, dan pejabat teknis yang sebutanya disesuaikan dengan 

nomenklatur yang berlaku pada BLVD yang bersangkutan. 

13. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada seseorang dalam rangka kuratif dan rehabilitatif. 

14. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata 

kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di RSUD terjaga 

profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu 

profesi medis dan pemeliharaan etika. 
15. Komite keperawatan adalah wadah non-struktural RSUD yang 

- 2 

 

mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan 

profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, 

penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. 

16. Kewenangan klinis adalah hak khusus seorang staf medis yang 

diberikan oleh Direktur untuk melakukan sederetan pelayanan medis 

tertentu dalam RSUD untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan 

berdasarkan penugasan klinis. 

17. Penugasan klinis adalah penugasan Direktur kepada seorang staf medis 

untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RSUD berdasarkan 

Daftar Kewenangan Klinis yang telah ditetapkan baginya. 
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18. Satuan Pemeriksann Internnl ndnlnh kclompok jnbtnn funpional y, 
bertugas melaksanakan pengnwnsan tcrhndnp pcnelolaan sumnhcr «day 

RSUD. 
19. Staf medis adnlah dokter, dokter pii, doktcr spcsili yan hckcrj 

purna waktu maupun paruh waktu di unit pclayannn RUD), 

20. Unit Pelayanan adalah unit yang mcnyclcnarakan upaya kc:chat 

rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intcnsif, amnar opcrai, 
kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rchabilitasi mcdis dan lain-lain, 

21. Unit kerja adalah tempat staf mcdis dan profcsi kcschatan lain yan, 

menjalankan profesinya dapat bcrbcntuk instalasi, unit dan lain-lain. 

22. Kredensial adalah proses evaluasi tcrhadap staf mcdis untuk 

menentukan kelayakan diberikan kewwnanan klinis. 
23. Rekredensial adalah proses re-evaluasi tcrhadap staf mcdis yan tclah 

melakukan kewenangan klinis untuk mencntukan kclayakan pcmbcrian 

kewenangan klinis tersebut. 
24. Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu 

bidang ilmu kedokteran tertentu dan tclah mcnjalani pcndidikan profcsi 

dokter pasca sarjana/spesialisasi. 
25. Tenaga administrasi adalah orang atau sckclompok orang yang bertuas 

melaksanakan administrasi perkantoran guna mcnunjang pclaksanaan 

tugas-tugas pelayanan. 

26. Risiko Klinis adalah risiko operasional yang tcrkait dcngan pclayanan 

kepada pasien (kesclamatan pasien) meliputi risiko yang bcrhubungan 
dengan perawatan klinis dan pelayanan penunjany scpcrti kcsalahan 

diagnostik, bedah atau pengobatan. 

27. Risiko Non Klinis adalah risiko tcrkait Pcnccgahan dan Pcngcndalian 
Infeksi misalnya sterilisasi, laundry, gizi, kamar jcnazah, dan lain-lain. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pola Tata Kclola RSUD dimaksudkan scbagai pedoman bagi RSUD dalam 

upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD dan mcmbcrikan panduan 
mengcnai hak dan kewajiban bagi kalangan profesional, mcliputi tcnaga 
mcdis dan non mcdis. 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


CamScanner

(2) Pola tntn keloln RSUD bertutjun untul 

n, 'Terenpuinyn kcrjusnmnt ynun Dail mntnrn pcmncrintnh dacrah, 

pejnbnt penpelol, tennpnu ti; 
b. Meningkutknn profciolime dwnp tnnyun, jnwah tcrhadap 

mutu layunm RSUD 

AB III 

RUANG LINGKUI 

Pola Tata Kclola RSUD mcliputi: 

a. Kclembagaan; 

b. Prosedur Kcrja; 

c. Pengelompokan fungsi; dan 

d. Pcngclompokan sumbcr daya manusia 

Pasal 4 

(1) Kclcmbagaan scbagaimana dimaksud pada Paal 3 huruf a mcmuat 

mcmuat posisi jabatan, pcmbaian tuas, funsi, tanyyyuny, jawab, 

hubungan krja dan wwwcnan. 

(2) Proscdur Kcrja scbagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b mcmuat 

ketentuan mcngcnai hubungan dan mckanismc kcrja antarposisi jabatan 

dan fungsi. 

(3) Pengclompokan Fungsi scbagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c 

memuat pembagian fungsi pclayanan dan funsi pcndukung scsuai 

dengan prinsip pengcndalian internal untuk cfcktilitas pcncapaian. 

(4) Pengclompokan Sumbcr Daya Manusia scbagaimana dimaksud pada Pasal 

3 huruf c mcmuat kcbijakan mcngcnai pcnclolaan sumbcr daya manusia 

yang beroricntasi pada pningkatan pclayanan kcpada masyarakat. 

BAB IV 

KELEMBAGAAN 

Bagian kesatu 

Idcntitas 

Pasal 5 

(1) RSUD mcrupakan Rumah Sakit milik Pcmcrintah Dacrah dcngan Kclas C 

yang berkcdudukan di Jlan Zainal Abidin Paar Alam, Dcsa Brabasan 

Kecamatan Tanjun Raya Kabupatcn Mcsuji. 
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(2) Dalam hal narabubung RSUD, dapat dihubungi melalui surel 

rsud.rbcmesuji@gmail.com dan media sosial Facebook : RSUD Ragab 

Begawe Caram. 

Bagian Kedua 

Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai Dasar 

Pasal 6 

(1) Falsafah RSUD adalah: 
a. Pasien dan pelanggan lainya adalah manusia yang mempunyai rasa 

menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban RSUD adalah 

memberikan pelayanan terbaik; 
b. Kehadiran pasien dan pelanggan lain adalah kepercayaan yang 

diberikan kepada RSUD; 
c. Keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kccintaan 

kepada RSUD untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan 

yang diharapkan; 
d. Kepedulian RSUD terhadap lingkungan merupakan bagian dari 

kepedulian terhadap kelestarian dan Ekosistem; 

e. Pegawai dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu dan 

teknologi dan memandang pengalaman sebagai guru terbaik. 
(2) Visi RSUD adalah terwujudnya rumah sakit berkualitas dan menjadi 

pilihan masyarakat Mesuji dan sekitarnya. 

(3) Misi RSUD adalah : 

a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah 
Daerah dan stakeholder; 

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan 
sarana prasarana; 

c. Meningkatkan peran RSUD dalam upaya peningkatan dcrajat 
kesehatan masyarakat; 

(4) Tujuan strategis RSUD adalah: 

a. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah; 
b. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit menuju rumah sakit 

dengan pelayanan terbaik {prima) di semua pelayanan rumah sakit; 
c. Meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialis, paramedis 

(perawat), pranata anestesi, tenaga penunjang medis (epidemiolog 
kesehatan, fisikawan medis, Apoteker, asisten Apoteker, Atlm, gizi, 
atem, K3 Kesling) maupun non medis (kerohanian, porter, 
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pcndnftaran, knsir, sntprmn, Cleaningj ·crvtt 'y, 
kctinkan) «dcnn kualitnn pwndiudis d pelatir, 

I I tr'( • . ,,,, ,,,1 ,,,,t1 ,lsrn ,,,,�rndH,m H ,:.;m-m,:1 Mcnrmnnknt P' 
prasarann inc«din (mcdicl cqiprwnt) itauty /4, w:rat2n 
dcnan tcknoloi tingj «dcnnn trtap w:roentae twrha%p 

kcbutuhan pclnpnn (pnsicn); 

Mcningkatknn «dnn mncmemhamkan prlaynan y w:rn tr.rswa 
scsuai dcnan kompctcnsinyn HI fipc ( (pr:Aryn fierrp, 
BDRS, hcmodialisa, pclayanam ICM/ ICM, pcar7nan jrwa/ WA, 
rabies Centre, pclayaran VIP, pclayman mucdico leqyol, peloyonrt 

PKBRS, pelayanan MCU , pclayanan HM, prlynn CT '2n, 
Panoramic X ray) 

f. Mclakukan cfisicnsi dan cfiktifitas prlyanzn pal ·w:mu unit rrj; 

c. 

d. 

dan unit kcgiatan; 

g. Mclaksanakan akuntabilitas pcly171 er;1 

bcrkcsinambungan mclakukan audit mcdis, audit ruznpn dzn 

gugus kendali mutu dan kcndali biay, 
h. Mcmbcrikan informasi kcschatan dan cpaotian huurn pa 

pasien, sumbcr daya manusia rurnah sakit dan mayaraat relalui 

sister informasi dan manajcmcn Rumnah Sakit (SIM-) yz1 tr5at 
dan scsuai dcngan pcrkcmbangan tcknoloyj; 

i. Mclengkapi, dan mcnjaga dokumcn administrasi yang b:rupa 
kebijakan, pedoman, panduan, SOP, stzndar lyznan dalam 

menjaga mutu pclayanan kcschatan; 

j. Patuh tcrhadap pcraturan pcrundanan, pcdornan, panduan, SOP 

ataupun standar layanan dalarn mcmbcrikan pclyanan krpad 
masyarakat; 

k. Meningkatkan kcscjahtcraan dan pcrlindungan SDM rumah sakit 

scrta perlindungan tcrhadap kcsclarnatan pasicn, masyarakat 

rumah sakit (karyawan RS, kcluargz pasicn) dan lingkunan rumah 
sakit; 

I. Mcnjaga kcbcrsihan unit layanan; 

m. Mcningkatkan kcrjasama dan kcmitraan rurah sakit dcngan 
bcrbagai pihak dalam mcwujudkan pclayanan kcschatan yang 
prima scrta mcnupayakan kegiatan promnosi keschatan rumah 

sakit dalam mcninkatkan derajat keschatan masyarakat dan 
lingkunan rumnah sakit. 
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n, Rumuh skit bcrpern ncrtn dnlm Melman pi suinl 

(5) Nilni -nili dnsnr RUD dnrn C,A,R, (Competent, Accountable, Hwpotwine, 

Efficient), 

(6) Misi SUD cbnpuimn dimlud «dnlmn nynt (') dapnt di tinju kerbali 
untuk dilnkuknn perttbnhun pnn dinenuninn den pre:ml; 
kendnnn «dnn kcbutuhan pencnpainn vini, 

(7) Rumnh nkit wjib mensoninliniln vii, mini dan tujuan ntratcyi 

scbagaimnn dimnkul pada nynt (I) umpni dwnp ayat () epauda ntaf 

internal pengunjunp rumnh kit «dan mnnyaraknt Juan, 

(8) Motto layannn RSUD ndnlah ; Scnyum, Salrn, {apa, opan dan Santin, 

ayin Kctia 
RUD cbai PK FLUD 

Pasnl '7 

(1I) Susunan organisasi RSUD tcrdiri dari; 

a. Dewan pcnawas, pcmbina tcknis dam pcmbina kcuanan; dam 

b. Pcjabat pcnclola 
(2) Pcjabat pengclola scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b tcrdiri dari 

a. Pemimpin 

b. Pejabat kcuanan; dan 

c. Pejabat tcknis 
(3) Pemimpin scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dijabat olch 

Dircktur. 

(4) Pejabat kcuanan scbaaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dijabat 

olch Kcpala Bagian Tata Usaha yan mcmbawahi tcrdiri dari: 

a. Kepala Sub Baian percncanaan dan pclaporan; dan 

b. Kcpala Sub Baian kcuangan; 
c. Kcpala Sub Baian Umum dan Kcpcawaian 

(5) Pcjabat Tcknis scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dijabat olch 

Kcpala Bidan pada RSUD yang, mcrupakan jabatan csclon II.b. 

(6) Dalam hal Pejabat Tcknis sudah mcrangkat scbagni Pcjabat Pembunt 

Komitmcn, Pcjabat Tcknis dapat dijabat olch Kcpala Scksi yang 
mcrupakan Jabatan csclon IV.a, 
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(7) Pejabat Tcknis sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

n. Bidang pelayanan mcdis terdiri atas 

I) Kcpala bidang pelayanan mcdis; 

2) Kcpala Scksi pclayanan mcdis Dan 

3) Kcpala Scksi mutu pclayanan mcdis 

b. Bidang keperawatan tcrdiri atas, 

I) Kepala Bidang Keperawatan 

2) Kcpala Scksi kcperawatan 

3) Kcpala Scksi mutu pclayanan kepcrawatan 

c. Bidang Penunjang Mcdis dan Non Mcdis 

1) Kepala Bidang Pcnunjang Medis dan Non Medis 

2) Kcpala Seksi penunjang medis dan non medis 

3) Kepala Seksi sistem informasi, administrasi terpadu dan 

pengaduan 

Pasal8 

( 1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

bertanggungjawab terhadap kinerja umum, operasional pelaksanaan 

fleksibilitas dan keuangan RSUD dalam pemberian pelayanan. 

(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab 

kepada Direktur sesuai dengan bidang tugas. 

(3) Komposisi pejabat pengelola RSUD dapat dilakukan perubahan, baik 

jumlah maupun jenisya setelah melalui analisis organisasi guna 
memenuhi tuntunan perubahan. 

(4) Perubahan komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan mekanisme yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 1 

Dewan Pengawas, Pembina Teknis dan Pembina Keuangan 
Pasal 9 

(J) Dewan Pengawas ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan 
mcmpcrtimbangkan usulan Direktur. 

(2) Dewan Pcnawas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk 
mclakukan pengawasan dan pegendalian internal yang dilakukan oleh 
Pcjabat Pengclola. 
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(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang sampai dengan 

5 orang clan salah scorang diantaranya ditetapkan scbagai Ketua Dewan 

Pengawas. 

(4) Anggota Dewan Pengawas tcrcliri clari unsur: 

a. Kepala Dinas Kesehatan 

b. Kepala Baclan Pengclolaan Keuangan clan Aset Daerah; clan 

c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD. 

(5) Pembentukan dan Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) 

tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar 

rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar 

rupiah); a tau 
b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 

100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 
500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah). 

(6) Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengawas, tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pembina Teknis dan Pembina 

Keuangan. 

(7) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Kepala Dinas 

Kesehatan. 

(8) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Kepala 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Pasal 10 

(1) Dewan Pengawas, Pembina Teknis dan Pembina Keuangan memiliki 

tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut : 
a. Menyetujui dan mengkaji visi misi RSUD secara periodik clan 

memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi RSUD; 
b. Menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional RSUD yang 

diperlukan untuk berjalannya RSUD sehari-hari; 

c. Menyetujui partisipasi RSUD dalam pendidikan profesional 

kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari 

program-program tersebut; 
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d. Menyetujui dnn menyedinknn modnl ertn dnnn opcrnnionnl dnn 

sumber day lain yang diperluknn untutk mncnjnlnnknn RSUD dnn 

memenuhi misi ertn rencnnn atrntepin RSUD; 

e. Melakuknn evalusi tuhunan kinerjn dirckni dennn mncnunnknr 

proses dnn kriterin yang telnh ditctnpknn; 

f. Mendukung peningkntun mutu dnn kesclnmatnn pasicn dcnam 

menyctujui program peningkntnn mutu dnn kcselamntan pasicn; 

g. Melakukan pengknjinn lapornn hasil pclaksanann Proram 

Peningkatn Mutu dnn Kcsclamatnn Pasicn (PMKP) sctinp tin (3) 

bulan sckali serta membcrikan umpan balik pcrbnikan yang harus 

dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pcrtcmuan 

berikutnya secara tertulis; 
h. Melakukan pengkajian laporan manajcmen risiko sctiap 6 (cnam) 

bulan sekali dan memberikan umpan balik pcrbaikan yang harus 
dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kcmbali pada pertcmuan 

berikutnya secara tcrtulis; 
i. Pemantauan perkembangan kcgiatan RSUD; 

J. Penilaian kinerja keuangan maupun kincrja non keuangan dan 

memberikan rekomendsi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti 

oleh pejabat pengelola; 

k. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian 

kinerja dari hasil laporan audit pcmcriksa cksternal pemerintah; 
I. Memberikan nasehat kepacla pejabat pengelola dalam 

melaksanakan tugas clan kewahibanya; clan 

m. Pemberian pendapat dan saran kepada Bupati mengenai: 

1) RBA yang diusulkan olch pejabat pcngelola 
2) Permasalahan yang menjadi kendala dan pengelolaan RSUD; 

dan 

3) Kinerja RSUD 

(2) Dewan pengawas, pembina tcknis dan pembina keuangan melaporkan 
pclaksanaan, tugasnya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris 

Dacrah paling scdikit I (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu 

jika dipcrlukan. 

I 

- 
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Paul II 

(l) Masn jabatan ungotn Dewnn Iepwn ditctpl ' (limn) tnhun, dnpnt 

diangkat kembnli untuk I (uutu) knli mu jnbtnn Derikutnyn apnhil 

belm berusin paling tingi 00 (um puluh) tnhuu 

(2) Dalarn hal batus usin myotn Dewnn I'enuwnn nudnh bwrunin paling 

tinggi 00 (ennm puluh) tuhn, Dewnn Pennwnn tdnri umnur tennpa nhli 

dapat diangkat kembali untuk I (tu) kli tutu jubntnn berikuttny, 

(3) Anggota Dewan Penguwns diberhentikn oleh Bupnti emu: 

a. meninggul dunin; 

b. mas jabatan bernkhir; 

c. Diberhcntiknn sewnktu-wnkttt. 
(1) Anggota Dewan Pengwns diberhentikun wbnpnitunn dimaksutd pa«la nyat 

(3) huruf c, karena: 

a. tidak dapat melksnnuknn tupusny dwnyan bnik; 

b. tidak melaksannkan ketentunn peruttrun perundnn-undnngnn; 

c. terlibat dalam tindakan yang mcrugiknn RSUD; 

d. dinyatakan bersnlah dnlam Putusnn Penndilan yang tclah 

mempunyai kekuatan hukum tctap; 

e. Mengundurkan diri; 

f. Terlibat dalam tindakan kccurangnn yang mcngakibatkan kcrugian 
pada RSUD, Negara dan/atau Dacrah. 

Pasal 12 

(I) Pengangkatan anggota Dewan Pengawus tidak bcrsamnan waktunya 
dengan pengangkatan Pcjabat Pengclola. 

(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditctapkan sclama 5 (lima) tahun 

dan dapat diangkat kcmbali untuk maka jabatan berikutnya. 

Pasal 13 

(I) Bupati dapat mcmbcntuk Sckretnris Dewan Pengawns untuk mcndukung 
kclancaran tugas Dewan Pcngawas yang bcrkcdudukan di RSUD. 

(2) Sckrctaris Dewan Pcnpawns scbagnimunu dimuksud padu ayat (I) bukan 
mcrupakan angota Dewan Penawus, 
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Paal 14 

Honorarium dcwan pengawas ditctapan swbap;i bu.rikut: 
a. Kctua Dewan Pcngawas maksimal 40% (cmpat puluh perscn) dari gajih 

Dircktur; 

b. Honorarium sckrctaris dcwan prnwas mnaksimal 36% (tipa puluh 

cnam pcrsen) dari gajih dircktur; dan 

c. Honorarium anggota dcwan prnawas maksimal 15% (lima bolas 

pcrsen) dari gajih dircktur 

Pasal 15 

Scala pcmbiayaan dalam pclasanaan tugs Dewan Pengawas dan Sckretaris 
Dcwan Pcnwas dibcbankan pada RA RSUD. 

Paragraf 2 

Syarat untuk dapat dianpkat rrnjah Drrktur adalah. 

n. tenapa rnrdr, yatu doktrt atau dokter 

b. mcmpunyai keratnpuan dan krahhan d dang pwrurnahakitan, 
c. bercwarpancataan ntdonrut 

d. berkclau.an bk, 

c. chat jamnnni dan rohn, 

f. mcmiliki ma.a kcrja di RSUD atau lkr·ta paling ingkat srlama 5 

(limna) tahun, dan atau prrnah rcrrpin SUD dan/atau prrnah 
mncnjabat cbaa rpala Pu·krrna paling singkat ·rlarna 3 (tipa) 
tahun 

Pa.l 17 

Syarat untuk dapat diangkat rncnjadi rpal apan Tata Usaha adalah: 

a. mcrnenuhi kritrcria kcahlian intrgntas krprcrirnpinan dan prnpalaman 
di bagian umum, kruangan dan/atnu akuntansi; 

b. berkelakuan baik dan merriliki dedikasi untuk mcngembangkan 
pelayanan umum dan usaha guna kerandirian kcuangan; 

c. mampu melaksanakan koordinasi di linkup pclayanan umum dan 
administrasi RSUD; 

d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi 
pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit; 
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e. berstatus ASN; 

f. bcrsedia membuat surat pcrnyataan kcsanggupan untuk 

meningkatkan dan mcngembangkan pclayanan umum serta mampu 

menjalankan prinsip pcngclolaan kcuangan yang schat di RSUD; 

g. memenuhi syarat administrasi kcpcgawaian. 

Pasal 18 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kcpala Bidang Pelayanan Mcdis adalah: 

a. seorang dokter / dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, 

integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan; 

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan 

pelayanan yang profesional; 
c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan RSUD; 

d. berstatus ASN; 

e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan 

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSUD; 

f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian. 

Pasal 19 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 

adalah: 

a. seorang perawat yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, 
kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan; 

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan 
pelayanan yang prof esional; 

c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan RSUD; 

d. Berstatus ASN; 

e. Bcrsedia membuat surat pernyataan kesanggupan 
mcningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSUD; 

f. Mcmiliki pengalaman di bidang manajemen keperawatan minimal 
sclama 3 (tiga) tahun diutamakan di RSUD; 

• Mcmcnuhi syarat administrasi kepegawaian. 

Pasal 20 
Syarat untuk dapat diankat mncnjadi kcpala bidang penunjang medis dan non 
medis adalah: 

untuk 

untuk 
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n, Scorns doktet/ lokte i/ tennpn keehatnn yin memenhi ritrin 

kenhlinn, integritmn kprmipimun «dmn pwnpnlman di Didan 

pwlavanm; 
b. erkelakunn Bil dnn memililt dedilni tmtuk menpembankam 

pwlaynnan yany prof@niomnl, 
e. Mumpu mwlkannkn koordimni di linkup pwlaynnn JD), 

d. erstntun ASN; 

e. Berwdin mnembunt urnt pwnynlnan keanpnan 

meningkntkan dun mnenpembanpknn pwlaynnn di 'JD, 

f. Memiliki pengalaman di bidnn manajemen minimal ·lama tahur 

diutamukan di RSUD; 

g. Memenuhi syarnt ndminintrnsi kwpwpawinn. 

Pa:al 2I 

Syarat untuk dapat dianknt scbai Dcwan cnpawas harus mcmcnuhi 

syarat: 

a. Schat jasmani dan rohani; 

b. Mcmiliki kcahlinn, interitas, kcpcmimpinan, jujur, pcrilaku uang 

baik, dan dcdikasi tini untuk mcmajukan dan mcngcmbangkan 

RSUD; 

c. Mcmahami pcnyclcnaraan Pemcrintah Dacrah; 

d. Mcmiliki pcngctahuan yang mcmadai tcntang tuas dan fungsi RSUD; 

c. Mcnycdiakan waktu yang cukup untuk mclaksanakan tugasnya; 
f. Bcrijazah paling rcndah S-I (strata I); 

g. Bcrusia paling tinggi 60 tahun; 

h. Tidak pcrnah mcnjadi anota dircksi, dcwan pengawas atau 

omisaris, yang dinyatakan bcrsalah mcnycbabkan badan usaha yang 
dipimpin dinyatakan pailit; 

i. Tidak sedan mcnjalani sanksi pidana; 

j. Tidak scdan menjadi pcnyurun partai politik, calon kepala dacrah 

atau clon wakil kcpala daerah dun/tau calon anyota legislatif 

Pal 22 

yarat untuk dapnt «dinknt swhbni nutuan pempawnan internal adalah: 

• ehat jami dan rohui 

uintuk 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


CamScanner

b. Mcmiliki kcahlian, integritas, pcngalaman, jujur, pcrilaku yang baik 

dan dedikasi yang tinggi untuk mcmajukan dan mengcmbangkan 
RSUD; 

c. Mcmahami ponyclcnggaraan pcmcrintah dacrah; 
d. Mcmahami tugas dan fungsi RSUD; 
c. Mcmiliki pcngalaman tcknis pada RSUD; 
f. Berijazah paling rcndah D-3 (diploma 3); 
g. Pengalaman kcrja paling scdikit 3 (tiga) tahun; 
h. Bcrusia paling rcndah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima 

puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 
i. Tidak pcrnah di hukum karcna melakukan tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara alau keuangan daerah; 
j. Tidak sedang menjalan i sanksi pidana dan 
k. Mcmpunyai sikap indcpenden dan objcktif 

BABV 
TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal23 

(1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD memiliki otonomi dalam 

pengelolaan sumber daya manusia/ kepegawaian. 

(2) Otonomi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. mcngusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

pegawai ASN kepada Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan; 

b. menyelenggarakan pengelolaan dan pcmbinaan pegawai ASN di 

Lingkungan RSUD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam 

jabatan sesuai dengan ketentuan pcraturan pcrundang-undangan; 

(3) Dalam pelaksanaan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Direktur bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

mclalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan kcuangan dan 

barang milik dacrah scrta kepcgawaian RSUD. 

Pasal 24 

(1) Pcjabat Pengclola dan Pegawai RSUD berasal dari kalangan ASN. 
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(2) RSUD dapat mempekerjakan pegawai dari Non ASN yang mampu bekerja 

scenra profesional sesuni dengan kebutuhan yang dipekerjakan sebagai 

tenaga tetap atau berdasarkan kontrak sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 25 

(I) Pengangkatun Pegawai RSUD yang berasal dari kalangan ASN disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(22) Pengangkatan pegawai RSUD yang berasal dari Non ASN dilakukan 
berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam rangka 

peningkatan pelayanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pengangkatan pegawai RSUD yang berasal dari kalangan Non ASN 

dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang. 

Pasal 26 

Dalam hal Kenaikan pangkat, Rotasi Pegawai, dan ketentuan terkait Disiplin 
Pegawai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 27 

(1) Pemberhentinn Pegawai RSUD berstatus ASN dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pemberhentian Pegawai RSUD berstatus Non ASN dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

n. Pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila 
pegawai RSUD Non ASN mengajukan permohonan pemberhentian 
sebagai pegawai pada masa kontrak; dan/ atau 

b. Tidak memperpanjang masa kontraknya; 

c. Telah memasuki batas usia pensiun; 

d. Dianggap tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya; 
e. Melakukan tindakan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Disiplin 

Pegawai. 

- 

I 
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BAB VI 

TATA KELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 28 

(1I) Scbagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD memiliki otonomi dalam 

pengclolaan Keuangan dan Barang Milik Dacrah. 

(2) Otonomi dalam pengclolaan Kcuangan dan Barang Milik Daerah 

scbagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi prencanaan, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban keuangan scrta pcnggunaan dan penatausahaan 

Barang Milik Dacrah. 

Pasal 29 

Dalam plaksanaan otonomi pengclolaan kcuangan dan Barang Milik Dacrah, 

secara prinsip, asas, dan kaidah pclaksanaannya berpcdoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku tenlang pcdoman tcknis pengelolaan 

keuangan daerah. 

Pasal 30 

(1) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas 

pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Subsidi dari Pemerintah untuk pembiayaan RSUD dapat berupa belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. 

Pasal 31 

(I) RSUD dapat menggunakan Silpa BLVD sepanjang memberi manfaat bagi 

peningkatan pelayanan kinerja dan dengan mempertimbangkan posisi 

likuiditas. 

(2) Pengunaan Sil pa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 

digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati 

scsuai dcngan kewenangannya disetorkan sebagian atau seluruhnya ke 

Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD. 

(3) RSUD dapat memanfatkan Silpa BLUD dalam tahun anggaran berikutnya 

untuk diunakan : 

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih keeil 

dari pada realisasi belanja; 

b. Diunaan untuk memnenuhi kcbutuhan likuiditas; 
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c. Dapat digunakan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan 

akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 

(4) Pemanfaatan Silpa BLVD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan harus melalui mekanisme APBD. 

(5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLVD dalam tahun 

anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam 

kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup 

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dan/ atau belum cukup anggarannya 
pada tahun anggaran berjalan, seperti: 

1) Menutupi defisit anggaran; 

2) Mendanai kewajiban BLVD yang yang belum tersedia 
anggarannya; 

3) Membayar bunga dan pokok hutang/ pinjaman; 
4) Melunasi kewajiban bunga dan pokok hutang; 
5) Belanja pegawai; 

6) Belanja barang dan jasa; 

7) Belanja modal. 

b. Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan 
masyarakat. 

Pasal 32 

Karakteristik Silpa BLVD yang dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan Pasal 37 antara lain: 

a. Silpa BLUD RSUD diperoleh dari selisih lebih antara realisasi 

pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun 
anggaran; dan 

b. Silpa BLUD RSUD adalah sisa kas akhir tahun anggaran. 
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asal 3 
(I) ilpn LJI HUD ym dipcrolch dilaporkan kcpada upati dan PPKD 

mntuk dipcrhitunkzm dam «dapat diunakan di awal bulan tahun anggaran 

heritmya, 
() il LUI HU1 dipumakan srsuai dcnzn cbutuhan dan jcnis bclanja 

LUI 01 mcliput: 
n, clnj cp;wai, 
h, clanj Maran, dam Jasa; dan 

c, clamj Modal 
('%) Nil:i ilpn LUI SUD adalah tcrmasuk dalam pcrhitungan anggaran 

padn A tahun bcrikutmya. 

Pa:al 34 

iutan, yang, dinyatakan tcrtunda, piutang dikcluarkan dari 

laporan wuan;an dan akan dicatat kembali pada saat 

hasil pcnyajuan vcrifikasi ulan dan dinyatakan layak untuk 

Kee:hafa, 

Covid 19. 

(2) D:lam hal 

pcncatatam 
ditcrimanya 
ditaihkan. 

(3) cnykuam 

(I) Dalm hal pcnprlolaan piutan, ·umbcr piutan RSUD dapat bcrasal dari 

piutan klaim layak bayar dari sumbcr pcndapatan Jasa layanan BPJS 

PPJ Kctcna;kcrjaan, Jarminan Pcrsalinan dan pclayanan 

pcncatatan piutang scbaaimana dimaksud pada ayat (2) 

mncnjadi sumnbcr pcndapatan dcngan hak tagih yang pasti tcrbayar dengan 

bukti bcrita acara rckonsiliasi dari Pihak yang tcrkait. 

(1) Janka waktu Pcnaihan piutang hasil kcrja sama dcngan Pihak Ketiga 

discpakati scsuai dcnan pcrjanjian Kcrjasama dcngan masing-masing 
pihak, 

(5) Piutan, kcpada masyarakat scbagai bcntuk Pembcrian keringanan 
pcmnbiayaan tcrhadap pasicn tidak mampu dcngan katcgori pasien umum 
dikcluarkan dalam pcncatatan piutang. 

BAB VII 
TATA KELOLA KLINIS 

Bagian kcsatu 

Manajcmcn klinis 

Pasal 35 
(I) Manajcmcn klinis mcliputi: 
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a. Instalasi 

b. Kelompok jabatan fungsional 

c. Staf medis 

(2) Instalasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai unit 

pelayanan fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan, 

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan 
dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan fungsional. 

(3) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

(4) Instalasi dipimpin oleh Kepala lnstalasi yang diangkat dan diberhentikan 

oleh Dircktur. 

(5) Kepala instalasi mempunyai tugas clan kewajiban merencanakan 
mclaksanakan, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan 

pelayanan diinstalasinya masing-masing kepada Direktur. 

(6) Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan operasional pacla masing 

masing, instaJasi wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait. 

(7) Kepala Instalasi dalam mclaksanakan tugasnya dibantu oleh KepaJa 
Ruangan yang merupakan tenaga fungsional clan atau tenaga non 

fungsional. 

(8) Kepala Ruangan mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan fungsi 

perencanaan mcliputi melaksanakan jumlah clan kategori tenaga dan 
mercncanakan jumlah dan jenis peralatan perawatan yang dibutuhkan 

(9) Kepala Ruangan clalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

terhadap Kepala lnstalasi. 

( 10) Dalam hal tidak terseclia Sumber Daya Manusia yang memadai untuk 

menduduki posisi sebagai Kepala Instalasi, maka Kepala Ruangan 

bertanggungjawab terhadap Direktur. 

Pasal 36 

(1) Pembentukan clan perubahan Instalasi didasarkan atas analisis organisasi 

clan kebutuhan. 

(2) Pcmbentukan clan perubahan jumlah maupun jenis instalasi wajib 

dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 37 

(1) Jenis layanan yang ada di RSUD secara umum meliputi pelayanan medik, 

pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan non medik, 

pelayanan penunjang medik dan non medik. 
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(2) Pclayanan mcdik scbaimana dimaksud ayat (I) mcliputi pclayanan 

mcdik urum dan mcdik spcsialis. 

(3) Pclayanan mcdik spcsialis scbagaimana dimaksud ayat (2) minimal 

mcliputi 4 spcsialis dasar yaitu pcnyakit dalam, obstctri dan ginckologi, 

anak dan bcdah dan spcsialis ancstcsi. 

(4) Pclayanan kcpcrawatan dan kcbidanan scbagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) mcliputi asuhan kcpcrawatan gcncralis dan/atau asuhan 

kcpcrawatan spcsialis, dan asuhan kcbidanan. 

(5) Pelayanan Non Mcdik scbagaimana dimaksud dalam ayat ( l) terdiri ata.s, 

pclayanan laundry/ binatu, pcmcliharaan sarana prasarana dan alat 

keschatan, pendaftaran, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, 

ambulance, kcbcrsihan, kcamanan, porter, parkir, kantin, scwa gedung, 

pendidikan dan pclatihan clan pclayanan nonmcdik lainnya. 

(6) Pelayanan pcnunjang mcdik sebagai mana dimaksud ayat (1) termasuk, 

laboratorium, CSSD, Farmasi, radiologi, gizi, fisioterapi, pelayanan 

anestesiologi, pclayanan rckam medic, keschatan lingkungan. 

(7) Pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) wajib dilaksanakan selama 

7 (tujuh) hari dalam l (satu) minggu dan 24 (dua puluh empat) jam dalam 

1 (satu) hari, tcrkccuali untuk rawat jalan. 

(8) Pclayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib diinformasikan 

kepada masyarakat luas baik bcrupa media sosial maupun media 

informasi lainnya. 

BAB VIII 

KOMITE MEDIK 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

Pasal 38 

(1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural di RSUD yang 
dibentuk dengan Keputusan Direktur. 

(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan 
yang dipilih dari Staf Medis. 

(3) Komite Medik berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Direktur, meliputi hal-hal berkaitan dengan: 

a. Mutu pelayanan medik; 

b. Pembinaan etik kedokteran; 

7 
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a. Sub komite kredensial 

b. Sub komite mutu profesi medis 

c. Sub komite etika dan disiplin profesi medis 

Pasal43 

(1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis 

yang bekerja di RSUD dengan cara: 

a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan 

melakukan pelayanan medis di rumah sakit; 

b. memelihara mutu profesi staf medis; dan 

c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas kredensial, Komite Medik memiliki fungsi 

se bagai berikut : 

a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai 

dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma 

keprofesian yang berlaku 

b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian: 

1) kompetensi; 

2} kesehatan fisik dan mental; 

3) perilaku; 

4) etika profesi. 

c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi 
berkelanjutan; 

d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; 
e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat. 

f. pelaporan basil penilaian kredensial dan menyampaikan 
rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik; 

g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa 
berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari 
komite medik; dan 

h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan 
klinis. 

(3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis, Komite 
Medis mcmiliki fungsi sebagai berikut : 

a. pelaksanaan audit medis; 

b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan 
berkelanjutan bagi staf mcdis; 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


CamScanner

c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan 

bcrkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan 

d. rckomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis 

yang membutuhkan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi 

staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; 

b. pcmcriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin; 

c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan 

d. pemberian nasehat/ pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

etis pada asuhan medis pasien. 

Pasal 44 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik berwenang: 

a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of 

clinical privilege); 

b. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis ( clinical appointment) 

c. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis ( clinical 

privilege) tertentu' 

d. Memberikan rekomendasi rekomendasi perubahan/ modifi.kasi rincian 

kewenangan klinis (delineation of clinical privilige) 

e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis 

f. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan 
g. Memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring) 

h. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin 

Paragraf 1 

Kewenangan Klinis Staf Medik 

Pasal45 

(1) RSUD berhak melarang semua pelayanan medis, kecuali bila RSUD 

mcngizinkan staf medis tertentu untuk melakukan pelayanan medis 

tcrscbut. 

(2) Staf mcdis yang tclah diizinkan melakukan pelayanan medis dan prosedur 

klinis lainnya di RSUD merupakan staf medis yang telah diistimewakan 

dan mempcrolch hak khusus (privilege) oleh RSUD. 

- 
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- 

(33) RSUD wajib mcnatur pcmbcrian cwcnann lini swtiap staf medis 

csuni dcnan kompctcnsinya yan nyat. 

() Pembcrian kwwcnanan klinis harus mclibatkan Koritr Medi yang 
dibantu olch mitra bcstarinya (peer group) swbai pihak yang paling 

mcnctahui masalah kcprofcsian yan bcrsankutan. 

(5) Dalam hal pcmbcrian kcwcnanzn klinis scbazimana dimasud pada ayat 

(4), Komitc Mcdik dan Mitra Bcstari mncmbuat produk berupa pedoman 

pcmbcrian kcwcnangan linis. 

(6) Pedoman scbagaimana dimaksud pada ayat (5) mcnjadi dasar prmbrrian 

kcwcnangan klinis bagi staf mcdis dalam mcmbcrikan pclayanan. 

Paragraf 2 

Surat Pcnugasan Klinis 

Pasal 46 

(1) Dalam hal Komite Mcdik merckomcndasikan staf medis untuk menerima 

Kewenangan Klinis tcrtentu sctelah dikredcensial dan disetujui oleh 

Dircktur, maka Dircktur mcnerbitkan Keputusan Direktur tentang 

penugasan staf medis dimaksud untuk melakukan pelayanan medis di 

RSUD. 

(2) Keputusan Dircktur scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling 

lama 3 (tiga) tahun. 

(3) Dalam keadaan tertcntu, Dircktur dapat menerbitkan Keputusan tentang 

Penugasan Klinis Scmcntara (Temporary Clinical Appointment). 

(4) Direktur dapat mengubah, membekukan untuk waktu tertentu, atau 

mcngakhiri Penugasan Klinis staf medis berdasarkan pertimbangan 
Komite Medis atau berdasarkan alasan tertentu sesuai ketentuan 

pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 47 

Dalam kcadaan darurat atau bcncana yang menimbulkan banyak korban, 
scmua staf medis RSUD dapat dibcrikan Kewenangan Klinis oleh Direktur 

untuk mclakukan tindakan pcnyclamatan di luar Kewenangan Klinis yang 
dirilikinya, scpanjang yang bcrsangkutan memiliki kemampuan untuk 

mclaukannya dan dapat dipcrtanggungjawabkan sccara profesional. 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


CamScanner

Paragraf 5 

Kredensial 

Pasal 48 

(1) RSUD wajib mclakukan kredensial dalam pclaksanaan Pclayanan Klinis. 

(2) Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dcngan alasan : 
a. Adanya Perkembangan ilmu di bidang kedoktcran untuk suatu 

pelayanan medis tertentu yang sangat pcsat; dan/atau 

b. Peninjauan terhadap kompetcnsi fisik maupun mental staf mcdis 

dalam pemberian Pelayanan Kesehatan. 

(3) Kompetensi fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai 

melalui uji kelaikan kesehatan baik fisik maupun mental. 

Pasal49 

(1) Pelaksanaan fungsi Kredensial merupakan tanggung jawab RSUD 

khususnya dalam hal perlindungan pasien dalam proses pembcrian 

Pelayanan Medis. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi pemberian 

pelayanan medis yang dilakukan oleh staf medis RSUD maupun staf mcdis 

tamu. 

(3) RSUD wajib mengetahui dan menjaga keamanan setiap pelayanan medis 

yang dilakukan dalam lingkungannya demi keselamatan semua pasien 
yang dilayaninya. 

(4) Dalam hal pemenuhan tanggung jawab RSUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), RSUD dapat melakukan penambahan staf medis dengan 
pertimbangan kajian kompetensi calon staf medis oleh Komite Medik. 

Paragraf 6 

Rekredensial 

Pasal 50 

Subkomite kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang 
mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat 
penugasan klinis (clinical appointment), dengan rekomendasi berupa: 

a. kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan; 
b. kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah; 
c. kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi; 
d. kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu; 
e. kewenangan klinis yang bcrsangkutan diubah/ dimodifikasi; 
f. kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri. 

- 
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Pasal 51 

(1) Mekanisme Kredensial dan Rekredensial di RSUD merupakan tanggung 

jawab Komite Medik yang dilaksanakan oleh Subkomite Kredensial. 

(2) Proses Kredensial dan Rekredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan 

prosedur, dan terdokumentasi. 

(3) Dalam proses Kredensial, Subkomite Kredensial melakukan serangkaian 

kegiatan antara lain: 
a. menyusun tim mitra bestari; 
b. melakukan penilaian kompetensi seorang staf medis yang meminta 

kcwenangan klinis tertentu; 
c. menyiapkan berbagai instrumen Kredensial yang disahkan 

Direktur meliputi kebijakan RSUD tentang Kredensial dan 

kewcnangan klinis, pedoman penilaian kompetcnsi klinis serta 

formulir yang diperlukan. 

(4) Pada akhir proses Krcdcnsial, Komite Medik menerbitkan rekomendasi 

kcpada Dircktur tentang lingkup kcwenangan klinis scorang staf medis. 

Bagian Ketiga 

Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 

Pasal 52 

(1) RSUD wajib mcmiliki Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 

yang menjangkau seluruh unit kcrja dalam rangka meningkatkan mutu 

pelayanan dan menjamin keselamatan pasien. 

(2) Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mcnjclaskan pendekatan yang komprehensif 

untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berdampak pada 
semua aspek pelayanan, mencakup: 

a. Peran serta dan keterlibatan setiap unit dalam Program 
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien; 

b. Pengukuran data objektif yang tervalidasi.; 

c. Penggunaan data yang objektif dan kaji banding untuk membuat 

Program Peningkatan Muhl dan Keselamatan Pasien. 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


CamScanner

Jud t'% 
(I) {/mmudnr 'rnrau emmuntn Air tun Yes Jann et wop6ntr 

[rd mu rptum if rt/44» «utt nwmrpm uni «;trait 1t$4, 

in writ riniuk j um pw rminn nwr tr tenurtht 
+)ln hut ynroj i)Jin prtr« j wpm 

(') wmnk er+ju whmmmi Anew} pl syn 14j pat write ts 

tempi» poi mjemuwm +et ·a ; matt ;A tupaan is%si 

() Wei atnmJnr pwminintu mu dun we um ;sun arr 
, enrol ry w min um, went ;sat ht 

mummemy +en 
h, eh\my tum w up)m «at nun n 

t, /mlisle tum lulus dtn man ti 
tf, 'emtpm t +pry wt; Mahan grant tu1 

'ietwmn pw)nm p nan we nth s.MT+ 

elej 
f, {entrap wmwm ism 

(I) I)irctr memetupkn umtr/'1m erp ta Mu y, tRtp°. 
uemhtn vu ala wnr la rpn it 1to, 

wee\mt paten, tan aw in, w'A) 

() Alan lean tiny, Ytw] 'n erpwnp1%a Mt er 

us) swsi «de; peat+an pwt; ya, tern 

(') Alm proses pwuam data, Artur er tan 

n, %purl nit er:;i pp, jwah pt:n tu dz 

rswlat paten ('MY4 • :t nut, 
h, tf pwnupul data, a 
w, taf y, clan fare, rd:st: (raltnr 

(4) {oitr/Ti eyep;a Mt, pan, jwah mutu 2 
es:Just psien di it, st1 pry) data, tu pr 
uemdapat pe)ti)an pe:mint u dan rs\tan pawn eras 

per «data uwan pr·la ta, ls data, zzlids 

at:i, swr1» pea 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


CamScanner

£ \... r G c r: c c .4 • c 5 .3 £  r . <; .... • a. t Le -::; .,., 
z: ¥ c z: c  <3 • a 6. r 
• ,::: t .<  d .... U -4 -a ll « -4 - c 0. -- tr - • L.. . ., "" ;:1 rf. ..., 5  .: (/) 

c C C -- = z; j � f 7 ·• ,.... 
L.. r -c ...: r c .c i..> 3 

d ,,J l 

• C z c l U c <7 £ L E d tJ f 

• : �' c c 
0 � .... 1 -' 

c r: E • c cz c � U  3 . . -4 £ .¥ -N 5 z ... 
5 « r: c z • z d 

%    G < • :::1 � '-- � � 
"'C • U .¥ 0. C/) 7 .% d ; 

V .< -� U 0 "'O ...I .4 .., "" z E 'ci; " 2¥ � 3 c -.£ 11) $ 4 i... a .>,  ·� 
5 \... rz ....., .¥ c c 0 .4 5 -1 0 ' ...... : 

-- � C: z rJ) 
,... z _. 

,-J 
.., .: z; c -4 7 .> •  � r 

.x � c a "'C c U. 0 c z U 1 
a 5 � r 

5 .4 c.. c C C c..> .¢ c • 8 < 1 -:  � E .... � .... 1J u 
� L. z 5 C 0.. 5 2 11) ("J -4 C: >, L. ,.... '/) -:;; 
c 5 E C .c E u c e • z � z l,I I.. 5£ 

2 .¥ ± -� -0 £ 2 0 • c 'lJ 5 - : c z d z i... � • ... 
-; • C 5 - C • Cf'J Cl) 

C: 2. 3 E 
L -'4 c t w 

-:  t: ....  t � 7 • .s cc 24 ,J 5 � z a: C u ": c:: • V • . ,.. 

c r: G € z er. u If. > c c c • .d ' L d 5 z ,.. 5 ,J 

• £ c :.,..., z:  € t 0 .d 5 • E .4  :r. i... 
7 ; • .4 . - E C >, z -- ;j z z • G .... - . 

z z c .. ... + 

-4 z • E 2t • c .... 7% .... -c z ,... 2¢ 
< 2 ,... z z - .....  .¢ z: u .4 z: z 2 .c U 20 z .4 z  z 

z .4 - .., • 0. f 

.... 5 . w i le z. z = 5 z z 5  - � ,., 

£ t f-  ° >. z Ez C/) U • .., 
� 3 ,,... ... 5 : .4 .c • z • -0 5  � .... 

• > z: ± >, � 
r, z E 5 z C E « U ::, • z -< 7 a - : : ± <: i • .c z: o c c c .c .... 3 

u. • t z:  G l/) 0 £ z z • -I = C 5 � z z t  C E C/) c. 5 c .. z z z ; d - 
E z  ,,.. G z C .4 = z C L - � C « -¢ .... 

: .., u. .« I- z: ·- U z -4 ·- 
c; z z: - • • 

� 
U E ;::,... , l 

.t 5 "'· G 4 .r -4 t • • -0 c L. L ,, 
r: - • z z ,- z • • > 5 -= - - - ,... .4 z C • 5 c U C: 0 t >-,  •  v - .... ,.. z: z .... -. .. 5 c £ 5 z � 

E 
t 2 "" t 0 0 0 

,., 
2 ,.. ', E 5 v � ,.. r 7 z 2 • £ C/) .4 • d £ z ...,... ,... - •  E- : t. z. • E o. 0  5 z ... 

". = .... - z • z ....  z -- £; ,.. • z V 5 -¢ • U L z2  ;,: - 
5 

G .4 a . C: u ;.., E 5 5 i... c c 5 � z .4 ¢ ,.,.  t ..,, .d .d .... 
� 5 z  = z .... -: z cc 2> 2. 

� 
• • e :, t :3 ; t 

5 .4 z z: C: C • C c -4 -0 5  � • ::: L c t  ·c: � 6 z "'C u  • .2 E z C: 
E! ,- .c z  r � .4 • c L 0 8 U = 

C/) .¢ z  ± z T- 
z c:. • • _, ,- .r ,.. 7 z .4 C/) • £ C'il A -; z 2 :5 .s - .,.. C: • .. . : 

z : z u ,- G r: z z .'4 £ £ L • . '- 1": :J z : .: ! E ... E >- "'O = G • ,- % • c : z: .. t 2. c 2 " 
? - . z r: r - ;>, U dl ..... 5 C: 5 5 2 ,,.. 9 r C z  E 5 U - 5 : ,.. z _, • • E U .• co ..... F -« « 

z r c U 5 z < .. 2 

± - • £ 
,.. t 5 U 

� 
� -- 3 � 5 . :, U ± z • z E 5 ,.. c 3 3 • , 

% t4 - £ c E • - � 4  .... 5 r: U .. C 5 ; 5 £ 
.  ; :: C £ 

t E � • ., 
z "'C c v - d. £ r. E cc { u U « 1 z C'0 - r: r _, • C c E c: c "'O G ¥ 5 •  - = -�  z % '1 1 8. 7 L ._ z • - £ ± r r..., ± z t 3 L s .i,, � - r; r: - ,,..., .4 t E t c: � 

4 ± 2 ,,: E' 5 
.. we 

.._ .4 z z .... • • .¢ .2c .. , a e' 4, • 2 3 r! - ... 
C t4 r 

C 
,.. � 5 " >, 

E r- c! 
z c r:. .c � c: U ci .. - I".: t (j "'O L « 

c 2 z 5 5 E ::, 
4 co 

7 0u - - 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


CamScanner

g. Mendorong kerja sama dan membangun sistcm, dalam 

mcngembangkan budaya perilaku yang aman; 
h. Menanggapi perilaku yang tidak di inginkan pada scmua staf pada 

semua jcnjang di RSUD, termasuk manajcmen, staf administrasi, 

staf klinis dan staf non klinis dokter praktisi mandiri, representasi 

pemilik dan anggota dcwan pcmilik dan anggota dcwan pcngawas; 

Bagian Kclima 

Manajcmcn Risiko 

Pasal 57 

() Direktur dan Pimpinan RSUD mcnctapkan Program Manajcmen Risiko 

RSUD. 
(2) Manajemen Risiko RSUD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi: 

a. Proses manajemen Risiko 

b. lntegrasi manajcmen risiko di rumah sakit; 

c. Pelaporan kegiatan program manajemen risiko; 
d. Pengelolaan klaim tuntutan yang dapat mcnyebabkan tuntutan; 

(3) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi: 

a. Komunikasi dan konsultasi; 

b. Menetapkan konteks; 

c. Identifikasi risiko sesuai kategori risiko; 
d. Analisis risiko; 

e. Evaluasi risiko; 
f. Penanganan risiko; 

g. Pemantauan risiko; 

BAB IX 

KOMITE ETIK DAN HUKUM 

Pasal 58 

(I) Pimpinan RSUD menetapkan kerangka kerja pengelolaan etik RSUD untuk 
menangani masalah etik RSUD meliputi finansial, pemasaran, penerimaan 
pasien, transfer pasien, pemulangan pasien dan yang lainya termasuk 
konflik ctik antar profesi serta konflik kepentingan staf yang mungkin 
bertentagan dcngan hak dan kepentingan pasien. 

(2) Dircktur menetapkan Komite Etik RSUD. 

(3) Komitc ctik sebaaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kode etik 

rumnah sakit yang menacu pada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia. 
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() Komite etik mcnyusun kerangka kerjn pclaporan dan penclolaan ctik 

RSUD scrta pedoman pengclolaan kodc ctik dENGAN maksud dan tujuan 

sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut RSUD. 

BAB X 

KOMITE KEPERAWA'TAN 

Bagian Kcsatu 

Pembcntukan 

Pasal 59 

(1) Dalam rangka mewujudkan tata kclola klinis yang baik, RSUD 

membentuk Komite Keperawatan. 

(2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mcrupakan 

organisasi non struktural yang dibcntuk di RSUD yang kcangotaannya 

terdiri dari tenaga keperawatan. 

(3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan 

merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan. 

(4) Komite Keperawatan dibentuk oleh Direktur dengan mempertimbangkan 

sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi, dan perilaku. 

(5) Susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya terdiri 

dari: 

a. Ketua Komite Keperawatan; 

b. sekretaris Komite Keperawatan; dan 

c. subkomite. 

(6) Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, susunan organisasi 
Komite Keperawatan sekurang-kurangnya dapat terdiri dari Ketua dan 
Sekretaris merangkap subkomite. 

(7) Jumlah personil keanggotaan Komite Keperawatan sebagaimana 
disesuaikan dengan jumlah tenaga keperawatan di RSUD. 

Bagian Ked ua 
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab 

Pasal60 

(1) Subkomitc sebagaimana dimaksud dalam asal 59 ayat (5) tcrdiri dari: 
a. subkomite Krcdcnsial; 

b. subkomitc mutu profesi; dan 

c. subkomitc ctik dan disiplin profesi. 
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keperawatan dan merckomcndasikan 

profcsional bcrkclanjutan bagi tcnaga 
bertugas mclakukan audit 

kcbutuhan pengembangan 

(2) Subkomite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 

bertugas merekomendasikan Kewenangan Klinis yang akurat sesuni 

kompetensi yang dimiliki setiap tenaga keperawatan. 

(3) Subkomite mutu profesi scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b 

keperawatan. 

(4) Subkomite etik dan disiplin profesi scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 

huruf c bertugas merekomendasikan pcmbinaan ctik dan disiplin 

profesi. 

Pasal 61 

(1) Komite Keperawatan mernpunyai fungsi meningkatkan profesionalismc 

tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD dengan cara: 
a. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang 

akan melakukan pelayanan keperawatan clan kebidanan di 

RSUD; 
b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan 
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan. 

(2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki 

tugas sebagai berikut: 
a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis; 

b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial; 
c. merekornendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan; 

d. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis; 
e. rnelakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang 

ditetapkan; 

f. melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite 

Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur. 

(3) Dalarn melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite 

Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: 

a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area 
praktik; 

b. 

C. 

d. 

perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenag 
keperawatan; 

melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dn 

mcmfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan. 

a 
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(4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disip~in dan etka prf esi tensg 

keperawatan, Komite iepeawatan mer:lki tugas stagai berikt: . � 

c. 

keperasatan; 

m . ��n--r��--�an ,......,prn·<=>l�2!) �S222_b �1a.r:,�'3.ra.D (frsinli..'1. 
A.Dilk.LL = + 

asuhan keperaatan dan kebida.an: 

d. merekomendas:kan pencabutan iewenangsn klinis; dsn 

e. memberikan perinbangan dalam me ngambil epurrsn tis 

Pasal 62 

c. memberikan rekomendasi penolakan iewenangan linis tertentu; 

d. memberikan rekomerdasi sura: Penugasan linis: 

kebidanan: 

f. memberikan rekomendasi pndidikan kepraawatan dan pendidikn 
kebidanan berkelanjutan: dan 

g. memberikan rekomedas; dan 

Peraturan internal eperawatan 

Pasal 63 

(I) RSUD wajib menyusun peraturan internal staf keperawatan dengan 
mengacu pada peraturan internal korporasi dan perarunan perundang 
undangan yang belaku. 

(2) Peraturan internal staf kepeawatan sebagaimana diraksud pd ayat 
(I) mencakup tenaga perawat dan tenaga bidan. 

(3) Peraturan internal staf keperawatan disusun oleh omite eperawatan 
dan disahkan oleh Direktur. 
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(4) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi 

sebagai aturan yang digunakan oleh Komite Keperawatan dan staf 

keperawatan dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik di RSUD. 

Bagian Keempat 

Pendanaan 

Pasal64 

( 1) Pelaksanaan kegiatan Komite Keperawatan didanai dengan anggaran 

RSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Kepengurusan Komite Keperawatan berhak memperoleh insentif sesuai 

dengan aturan dan kebijakan RSUD. 

BAB XI 

KOMITE KESEHATAN LAIN 

Bagian Kesatu 

Tugas, Fungsi dan Pendanaan 

Pasal 65 

(1) Dalam rangka membantu Dircktur dalam Standar Praktek Tenaga 

Ketcknisan Kcschatan dalam hal memantau pelaksanaan praktck, 

mengatur kewcnangan Tenaga Teknis Keschatan, mengembangkan 

strategi pclayanan, pendidikan, pelatihan dan penclitian serta 

mcngembangkan pengetahuan dan tcknologi Ketcknisan Kcschatan, 

Direktur dapat membentuk Komite Tenaga Keschatan lain. 

(2) Komitc tenaga keschatan lain scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
bertanggung jawab: 

a. Mendukung komunikasi yang cfcktif antar tcnaga professional; 
b. Menyusun kebijakan, pedoman, prosedur scrta protokol, tata 

hubungan kerja, alur klinis dan dokumen lain yang mengatur 
layanan klinis; 

c. Menyusun kode etik profesi; dan 

d. Memantau mutu pelayanan pasien Iainya 

Pasal 66 

( 1) Pelaksanaan kegiatan Komite Tenaga Keteknisan Kesehatan didanai 

dengan anggaran RSUD sesuai dengan ketentuan peratiran perundang 
undangan yang berlaku. 
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(2) Komite Tenaga Keschatan Lain berhak mcmpcrolch inscntif binya 

operasional sesuni dengan kemampuan keuanan Rumah Sakit. 

Pasal 67 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Tenaga Kcschatan Lninnya 

bertanggung jawab langsung kepada Dircktur. 

Bagian Kcdua 
Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Pasal 68 

(l) Susunan personalia organisasi Komitc Tenaga Kesahatan Lainnya tcrdiri 

dari: 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; dan 
c. Sub komite. 

(2) Keanggotaan Komite Tenaga Kesehatan Lain ditctapkan olch Dircktur 

dengan mempertimbangkan sikap profesional, rcputasi dan pcrilaku. 

(3) Jumlah keanggotaan Komite Tenaga Kcschatan Lain scbagaimana 
dimaksud pada ayat (a) disesuaikan dengan jumlah staf medik di RSUD. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Komite Tenaga Kcschatan lain diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Internal Komitc Tenaga Keschatan Lain 

yang ditetapkan oleh Direktur. 

BAB XII 

KOMITE/ TIM FARMASI DAN TERAPI 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal69 

(1) RSUD membentuk Komite/Tim Farmasi dan Terapi yang merupakan 
unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada Dircktur mengenai 
kebijakan penggunaan Obat di RSUD. 

(2) Komite/ tim farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud ayat (I) 
kcanggotaanya terdiri dari dokter yang mewakili scmua spesialisasi yang 
ada di RSUD, Apotcker Instalasi Farmasi, scrta tenaga keschatan lainnya 
apabila dipcrlukan. 
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(3) Komitc/Tim Fnrmnsi dan Tempi hartn dnpnt mmnhinn huhnnn wrj 

dcngan komit lain di dnlm R'UD ymp bwrhubun/bwritan dry; 

penggunann Obnt. 

Pnnl 70 

(1) Komite/Tim Farmasi dan Ternpi dapnt dikctuni olch ·wornn dotr:r at 

scorang Apotckcr yang masing-main «lnpnt menui jahatan tr:; 
Kctua Komite dan/ntnu Swkrcturin Komitc. 

[2) Komitc/Tim Farmnsi dan Ternpi hart mcnppdakan rapat wcara tr:ratr, 

scdikitnya 2 (dun) bulan scknli dan I (atu) knli dalar I (atu) blar 

untuk mengadaknn rapt bwsar dcnn RUD. 

(3) Rapat Komitc/Tim Farmasi dnn Terapi scbaimana diraoud zyat (Z) 

dapat mcngundang pakar dari dalamn maupun dari luar 'UD) '/1 

dapat memberikan masukan bagi pcnclolaan Kornite/Tim Farra·i dan 

Terapi, memiliki pcngctahuan khusus, kcahlian-kcahlian atau pend;pat 

tertentu yang bermanfaat bagi Komitc/Tim Farra:i dan Tcrapi. 

Bagian Kcdua 

Tugas dan Jcjaring Koordinasi 

Pasal 7 1 

Komite/Tim Farmasi dan Tcrapi mcmpunyai tugas : 

a. mengembangkan kcbijakan tcntang pengunaan Obat di SUD; 

b. melakukan scleksi dan cvaluasi Obat yang akan masuk dalam 

formularium Rumah Sakit; 

c. mengembangkan standar tcrapi; 

d. mengidentifikasi pcrmasalahan dalam pcngyunaan Obat; 

e. melakukan intervensi dalam mcningkatkan pcnunaan Obat yang 

rasional; 

f. mengkoordinir penatalaksanaan Rcaksi Obat yang Tidak Dikehcndaki; 

g. mcngkoordinir pcnatalaksanaan kcsalahan mcdikasi; 

h. menycbarluaskan informasi tcrkait kcbijakan pcnunaan Obat di 

RSUD. 

Pasal 72 

Dalamn mclaksanakan tuns scbaaimana dimaksud pada Pasal 71, 

Komitc/Tim Farmasi dan Tcrapi bcrkoordinasi dengan komitc/tim scbagai 

bcrikut : 
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a. Pengendalian Infeksi Rumah Sakit; 

b. Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 

c. Mutu Pelayanan Keschatan Rumah Sakit; 

d. perawatan paliatif dan bebas nyeri; 
e. penanggulangan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndromncs); 

f. Direct Observed Treatment Shortcourse (DOTS); 

g. Program Pengendalian Resistcnsi Antimikroba (PRA); 

h. Transplantasi; 

1. PKMRS; atau 

j. Tera pi Ruma tan Metadon. 

BAB XII 

KOMITE TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI 

Pasal 73 
(l) RSUD wajib melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Infcksi. 

(2) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi scbagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan melalui penerapan: 

a. prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi; 
b. penggunaan antimikroba secara bijak; dan 
c. Pencegahan pendarahan operasi 

(3) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infcks scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), RSUD wajib mclakukan: 

a. surveilans; dan 

b. pendidikan dan pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infcks. 

Pasal 74 
(1) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infcks di RSUD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan melalui pcmbcntukan 
Komite/Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeks. 

(2) Komite/Tim Pencegahan dan Pengendalian Infcks scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi nonstruktural pada RSUD 
yang mempunyai fungsi utama menjalankan Pencegahan dan 
Pengendalian Infeks serta mcnyusun kebijakan pcnccgahan clan 
pengendalian infeksi termasuk pencegahan infcksi yang bersumbcr dari 
masyarakat berupa Tuberkulosis, HIV (Human Immunodeficiency Virus), 
dan infeksi menular lainnya. 
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Pasal 75 

(1) Komite/Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeks dibentuk untuk 

menyelenggarakan tata kelola Pencegahan dan Pengendalian Infeks yang 

baik agar mutu pelayanan medis serta keselamatan pasien dan pekerja 

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terjamin dan terlindungi. 

(2) Pembentukan Komite/Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeks 

sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis, 

kebutuhan beban kerja, dan/atau klasifikasi RSUD. 

Pasal 76 

(1) Komite/Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeks bertugas 

melaksanakan kegiatan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, dan pem binaan. 

(2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) harus 

dilaporkan kepada Direktur secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali 

dalam setahun, atau sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan Direktur 

sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan. 

Pasal 77 

(1) RSUD barus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan 
Pencegahan dan Pengendalian Infeks. 

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan 

Provinsi, dan Kementerian Kesehatan secara berkala setiap 6 (enam) 
bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. 

BAB XIII 

KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR 

Pasal 78 

(1) RSUD dapat membuat Kebijakan, pedoman/panduan, dan prosedur 
dalam bentuk dokumen regulatif yang dipakai sebagai acuan untuk 

melaksananakan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal kebijakan, pedoman/ panduan dan prosedur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terkait dengan bidang administrasi dan sumber 
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dnva, dilakuknn peninjanan dan pvrsetjuan oleh Kepala Hapian Tat; 

tl<aha RSD «cbwm diswtuji Dircktur 

1.3) Dalm hal kebijnknn. pvdomnn/panduan dan prowdur scbagaimana 

hiraksnd pad nvat (l) tcrknit dengan bidang pelavanan melik, 

chlakuknn penininnan don pwrsetujun olch Kepala Hidang Plavanam 

Mehik RSUD scbwlm disrtuji Dircktur 

(4) Dalam hal kcbijnkan, pedoman/panduan dan prosedur sbagaimama 

himaksud pada ayat (l) tcrkait dengan bidang pwlavanan kcperawatnr 

dlakukan peninjnuan tdan perstujuan olch Kcpala Hidang Keprrawatan 

RSUD cbelum disctujmi Dircktur 

t5) Dalam hal kcbijnkan. pedoman/pan«duan dan prose«dur scbagaimana 

drmaksud pada avat (I) tcrkait dengan bilang penunjang medik dan non 

mhik dilakukan prninjauan dan prrsctujuan olch Kepala Bidan 

PenumJang Mcdik dan Non Medik RSUD scbelum disctujui Dircktur. 

(6) Peninjauan dan Persctujuan atas kcbijakan, pedoman/panduan dan 

proscdur scbagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (33), ayat (4) dan 

avat (5) dilakukan minimal dilakukan sctiap 3 (tiga) tahun sckali 

dan/atau pada saat tcrjadi perubahan ketentuan pcraturan pcrundang 

undangan yang bcrlaku. 

kebijakan, 

Pasal 79 

(1) Dalam rangka menjamin kebijakan, pedoman/panduan serta prosedur 

tetap relevan dengan kondisi aktual RSUD, pengendalian dilakukan oleh 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan ditembuskan pada unit 

pelaksana masing-masing sesuai dengan kewenangannya. 

Dalam hal terjadi perubahan substansi atas (2 

prdoman/panduan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 

d:lkukan oleh unit pelaksana secara berjenjang sesuai hirarki 

·trutural 

f2] Penrolaan kebijakan, pedoman/ panduan, dan prosedur yang berasal 

dan luar RUD yang dijadikan aeuan dikendahikan dengan 
rnpnakan dokurnen relalui catatan formulir master st dokumen 

(%) rtrn darn kebrjakan, pedoman/ panduan dan prose«dur yang sudah 

Adak tlaku mrnyatu pada Keputusan Durektur tentan retest d.an 
Iyusu\an atsp 4inn trkatn nr«di 
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(5) Identifiknsi dan penclusuran dari sirkulasi scluruh kcbijakan dan 

prosedur memperunnknn Huk Registrasi dan master list yang dikclola 

oleh Bagian Tatn Usaha 

BAI XIV 

KERIA SAMA/ KON'TRAK 

Pasnl 80 

(I) RSUD dapat melakukan kerjasama/Kontrnk dcnan Pihak Kctiga guna 

mcnjamin kcberlangsungan pelayanan klinis dan manajcrial RSUD. 

(2) Kerjasama/Kontrak scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan olch 

Direktur sesuni dengan kewenangannya dan pcraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

(3) Hal-hal lain terkait tcknis perencanaan, pcrsiapan, pcnyusunan, 

penandatanganan dan pcngarsipan Kcrjasama/Kontrak bcrpcdoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(-1) Pelaksanaan evaluasi atas kerjasama/kontrak yang dilaksanakan RSUD 

dilakukan oleh unit pclaksana terkait dan dilaporkan secara berjenjang 

sesuai hirarki jabatan berwenang. 

(5) Dalam hal hasil evaluasi kerjasama/ kontrak dimaksud perlu 

dinegosiasikan kembali atau diakhiri, unit pelaksana dan pejabat secara 

berjenjang menjaga kontinuitas pelayanan kepada pasien. 

BAB XV 

RAPAT 

Pasal 81 

Pelaksanaan rapat dilingkungan RSUD terdiri dari : 
a. Rapat Direktur; 

b. Rapat Khusus; 

c. Rapat Koordinasi; 

d. Rapat Rutin. 

Pasal 82 

(1) Rapat Dircktur scbagaimana dimaksud pada Pasal 81 huruf a diadakan 

sckurang-kurangnya I (satu) kali dalam I (satu) bulan yang diikuti oleh 

scluruh pcjabat struktural di lingkungan RSUD dan dipimpin oleh 
Dircktur. 
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(2) Rapat Dircktur dilaksanakan untuk membahas srmua ha] zn2 
berhubungan dengan RSUD sesuai tugas, kewenangan dan ewzjjhzn 

pejabat strutural di lingkungan RSUD. 

Pasal 83 

(1) Rapat Khusus scbagaimana dimaksud pada asal 81 huruf b dieda2n 

dalam rangka menghadapi hal yang mendesak terkait pelaksanaan tugs 

dan fungsi RSUD yang mmerlukan penanganan yang ccpat. 

(2) Rapat khusus scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti odeh sremua 

unsur yang terkait dan rapat dipimpin oleh Direktur. 

Pasal 84 

Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 huruf c dilaksanzkan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali yang diikuti oleh semua peabat 

struktural RSUD, Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, Komite dan Koordinator 

yang dipimpin oleh Direktur. 

Pasal 85 

(1) Rapat Rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 huruf d dilaksanakan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali oleh masing-masing bidang 

yang dipimpin oleh Kepala Bidang masing-masing. 

(2) Rapat Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal-hal yang 

berhubungan dengan RSUD sesuai dengan kewenangan masing-masing 

bidang. 

Pasal 86 

(1) Dalam pelaksanaannya, Setiap rapat wajib dibuatkan Surat Undangan, 
Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat, Notulensi dan Rencana Tindak Lanjut. 

(2) Dalam hal pelaksanaan Rapat Rutin, notulen Rapat Rutin sebelumnya 

wajib diinformasikan kepada peserta rapat sebagai bahan pertimbangan 
dan pembahasan selanjutnya. 

BAB XVI 

TARIF PELAYANAN 

Pasal 87 

(1) RSUD mcmungut biaya kcpada masyarakat dalam bentuk tarif layanan 
scbagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang telah diberikan. 
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(2) Taif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar 

perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana. 

Pasal 88 

(1) Dalam hal menentukan Tarif Layanan, Direktur membentuk Tim Kaji Tarif 

Layanan. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas : 

a. Pembina teknis 

b. Pembina keuangan 

c. Unsur perguruan tinggi; dan 

d. Organisasi prof esi 

Pasal 89 

Besaran Tarif Layanan, Mekanisme Pemberlakuan serta hal-hal teknis lain 

terkait Tarif Layanan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati tentang Tarif 

Layanan. 

BAB XVII 

PENDAPATAN DAN BELANJA 

Bagian kesatu 

Pendapatan 

Pasal 90 

(1) Pendapatan RSUD dapat bersumber dari: 

a. Jasa layanan; 

b. Hibah; 

c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; 

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

e. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah. 

(2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh 

dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

(3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf (b) dapat berupa hibah terikat clan hibah tidak 

terikat. 

Negara/ Anggaran 
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(4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa 

menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi RSUD. 

(5) Pendapatan RSUD yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 

berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah yang 

dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan 

belanja modal RSUD. 

(6) Pendapatan RSUD yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 

berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan dekonsentrasi dan / atau tugas perbantuan dan lain-lain. 
(7) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e adalah: 

a. Jasa giro; 

b. Pendapatan bunga; 
c. Pendapatan hasil deposit; 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
asing; 

e. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai penjualan dan atau 
pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD; 

f. Pendapatan parkir; 

g. Pendapatan yang bersumber dari pendidikan (magang, parktik 
lapangan mahasiswa); 

h. Investasi; dan 

i. Pengembangan usaha 

Pasal 91 
(1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 

' 
kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk 
membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA. 

(2) Penerimaan RSUD berupa Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya. 

(3) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dilaksanakan melalui rekening kas 
RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli 
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daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah denam 

obyek Pendapatan RSUD. 

(4) Seluruh pendapatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan 

kepada pejabat pengclola keuangan dacrah sctiap bulan. 

(5) Format laporan pendapatan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berpedoman pada ketentuan pcrundang-undangan yan bcrlaku. 

Bagi an Kcd ua 

Belanja 

Pasal92 

(1) Belanja RSUD terdiri atas belanja opcrasional dan bclanja modal. 

(2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) mcncakup 

seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka mcnjalankan 

tugas pokok dan fungsi RSUD dan kegiatan penunjang. 

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup scluruh 

belanja guna menambah aset RSUD. 

(4) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 

mendanai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan 
kegiatan pendukung pelayanan. 

(5) Pendanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dialokasikan sesuai dengan kelompok jenis program dan kegiatan. 

Pasal 93 

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) tcrdiri dari 

a. Belanja pegawai 
b. Belanja barang dan jasa 
c. Belanja bunga 
d. Belanja lain-lain 

e. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) tcrdiri 
dari: 

f. Belanja tanah 
g. Belanja peralatan dan mesin 
h. Belanja gedung dan bangunan 
i. Bclanja jalan, irigasi dan jaringan 

j. Bclanja asct tetap lain ya; dan 

k. Belanja aset lainya 

■ 

- 
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Pasal94 

(1) Seluruh belanja untuk pengeluaran RSUD yang bersumber dari 

pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat ( 1) selain dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pemyataan 

Tanggung Jawab (SPT J) 

(3) Format dokumen pengeluaran beserta pendukungnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 95 

(1) Pengeluaran belanja RSUD diberikan fleksibilitas dengan 

mempertirnbangkan volume kegiatan pelayanan. 

(2) Fleksibilitas biaya pengeluaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) merupakan biaya pengeluaran yang disesuaikan dan signifikan 

dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah 
ditetapkan secara definitif. 

(3) Fleksibilitas biaya pengeluaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya berlaku untuk pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 

hibah terikat. 

(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan 
tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 96 

(1) Am bang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) 
ditetapkan paling besar 20%. 

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD. 
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(') Mcnnrnn pcrtcntntc cha;imnana dirasud pada ayat (2) ditrtapan 

dalm A dnn Daftnr clasanaan An;ran SUD olch Tim Anparan 

Pew:rintnh Dacrnl, 

A XVIII 

PENGELOLAAN 'UMPE DAYA LAI%, 

TANCGUJNG JAWA SO'1AL, LI{GYUNGAN DAX LIMBAH RSUD 

anal 97 

(l) Penrlolaan number daya lain yang tcrdiri dari sarana, prasarana, 

@«dun, «dan jln «dilakanakan nw:suai dcnan kctcntuan peraturan 

prunan- undn;n. 
(Z) Penclolaan umbcr «daya lain scbaaimana dimaksud pada ayat (l) 

dimnfantkan tcoptimal munkin untuk kcpcntinan mutu pclayanan 

dnn kclancaran pclaksanaan tu;» pokok dan fungi RSUD; 

Pasal 9 

RUD memiliki tanunyjawnb soinl yan dapat bcrupa pcmotongan biaya 

pclaynnan kwchatan yang dibwrikan kcpacda paicn tidnk mampu. 

Paal 99 

(I) RSUD wnjib mcnjan/ mnenclola linpkunpan baik internal maupun 

cknternal. 

(2) Pcnclolan linpkunpan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk 

mendukung peningkatan mnutu pclayanan yang bcroricntasi pada 

kenmanun, kwnyamanan, kcbrsihan, keschatan, kcrapian kcindahan 

dun kcsclamnatan. 

(33) Penclolnn lingkungan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mcliputi 

pcnclolaan limbah RSUD yang tcrdiri dari limbah medis dan non medis. 

(1) Tata laksana pengclolaan limbah scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mcngacu pad kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 100 

Pembiaynan RSUD bcrasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sumbcr pembiayaan dari lainnya mengikuti mckanisme pemberi dana. 
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BAB XX 
PENUTUP 

Pasal 101 

Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dcngan pcncmpatanya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Mesuji. 

Ditctapkan di Mesuji 
pada tanggal o Jui 2023 

Pj. BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesuji 

pada tanggal 07 qui 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 

LUDIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR 40 
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